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KATA PENGANTAR 

Puji Syukur Kita Panjatkan Kehadirat Allah AWT, karena berkat rahmat 
dan hidayahnya, pembuatan RENSTRA Srategis (RENSTRA) Dinas 
Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 
2019-2023 dapat tersusun. 

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi UKM dan 
Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023 
merupakan bagian integral dari program pembangunan Pemerintah 
Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 
tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023. 

Rencana Startegis (RENSTRA) Dinas Koperasi UKM dan 
Ketenagakaerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023 adalah 
Panduan Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi UKM dan 
Ketenagakejaan untuk 5 tahun yang disusun antara lain berdasarkan hasil 
evaluasi terhadap pelaksanaan RENSTRA Periode sebelumnya dengan 
pedoman pada RPJMD 2019-2023 sekaligus dimaksudkan untuk 
memberikan konstribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian 
sasaran, agenda dan misi pembangunan serta visi Kabupaten Padang Lawas 
Utara, sebagaimana diamanatkan pada RPJMD Kabupaten Padang Lawas 
Utara. 

Dengan disusunya RENSTRA ini, maka Dinas Koperasi UKM dan 
Ketenagakerjaan mempunyai acuan arah pembangunan ke depan. Arah ini 
tentunya masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana 
tahunan, agar kala prioritas setiap kegiatan dan program Dinas Koperasi 
UKM dan Ketenagakerjaan lebih konkrit. Apabila diperlukan dengan 
memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat 
dilakukan perubahan/ revisi muatan RENSTRA termasuk indikator-indikator 
kinerja. 

Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah disusun ini tak banyak artinya 
tanpa ditindak lanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan 
motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap 
kegiatan dengan harapan Rencana Strategis (Renstra) ini dapat dijadikan 
pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja 
tahunan Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM. Mengingat hal tersebut, 
maka semua unit kerja, pimpinan dan pengawai Dinas Koperasi UKM dan 
Ketenagakerjaan harus melaksanakan secara akuntabel. 

Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) bermanfaat bagi kita semua dan 
dalam upaya peningkatan kinerja organisasi. 



Gunungtua,tz April 2023 
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan 
Me agakerjaan 

awas Utara 

uda 
• 19660222 198611 1 001 



BABI 
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah merupakan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi 

Tujuan, Sasaran, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan sesuai tugas 

dan fungsi Perangkat Daerah yang Penyusunannya berpedoman pada 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan yang sangat strategis 

sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat 

Daerah yang disususn setiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai 

dengan periode RENSTRA Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah juga 

menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi Pembangunan pada 

Perangkat Daerah. Baik evaluasi Renstra sendiri maupun evaluasi Renja 

Perangkat Daerah. 

Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi : 1. Persiapan 

Penyusunan 2. Penyusunan Rancangan Awal 3. Penyusunan Rancangan 4. 

Penyusunan Rancangan Akhir dan 5. Penetapan Renstra Perangkat Daerah 

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen 

Perencanaan lain baik di tingkat nasional maupun Provinsi. Keterkaitan 

Renstra Perangkat Daerah, Renstra Kementerian (K/L) dan Renja Perangkat 

Daerah adalah bahwa dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah 

berpedoman pada RPJMD dan memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L. 

Rencana Tata Ruang Wilayah, Kajian Lingkugan Hidup Strategis (KLHS) 

RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah sebagai Pedoman dalam Penyusunan 

Renja Perangkat Daerah. 

1.2. Landasan Hukum 

Sebagai Landasan Hukum dalam rangka penyusunan Rancangan Awal 

Renstra Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023, adalah : 

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 



2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 
b. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573); 

c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587);sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang PerubahanKedua atasUndang 

Undang Nomor 23 Tahu 2014 ten tang Pemerintahan Daerah( Lembaran 

Repoblikindonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara 

Repoblik Indonesia Nomor 5679, 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14); 

e. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 
f. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 201 7 ten tang Pelaksanaan 

Pencapainan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ( TBP)( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

g. Peratutan Menteri Dlam Negeri No. 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman 

Nomenklatur Perangkat daerah Povinsi dan Daerah Kanupaten Kota yang 

melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggara Urusan Pemerintah. 

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata 

cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 



Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah dan Rencana 1213); 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Ten tang 

Klasifikasi,Kodefikasi ,dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah 

j. Keputusan Menteri Dearah Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil 

Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi,Kodefikasi dan 

nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuagan Daerah 

k. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2013 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Padang 

Lawas Utara Tahun 2013 Nomor 440, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 16); 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Tahun 2019- 2023 (Lembaran Daerah Ka bu paten Padang Lawas Utara 

Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang 

Lawas Utara Nomor 77 

m. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2021 

tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara 

n. Pereturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi 

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Penyusunan RENSTRA Dinas Koperasi UKM daan Ketenagakerjaan 

Kabupaten Padang Lawas Utara 2024-2026 dimaksudkan sebagai dokumen 

perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Ka bu paten Padang 

Lawas Utara tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi yang 

diamanatkan kepada Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten 

Padang Lawas Utara. 

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan 

Kabupaten Padang Lawas Utara adalah : 



1. Memberikan arah, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan 

kegiatan pembangunan dalam kurun waktu tiga tahun dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi UKM dan 

Ketenagkaerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara 

2. Tersediaanya perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan UKM 

dan Ketenagakerj aan 

3. Tersusunnya program dan kegiatan lingkungan Dinas Koperasi UKM 

dan Ketenagakaerjaan selama lima tahun ke depan (2024-2026) untuk 

kemudian diuraikan ke dalam rencana kerja Dinas Dinas Koperasi UKM 

dan Ketenagakerjaan untuk setiap tahun berjalan 

4. Tersedianya rumusan program Koperasi, dan UKM dan Ketenagakerjaan 

dalam pengelolaan pemerintahan yang merupakan indikator program 
yang tertuang dan sebagai tolak ukur dalam pencapaian kinerja Dinas 

Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara 

1.4. Sistematika Penulisan. 
Sistematika penulisan Renstra Dinas Koperasi UKM dan 

Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara. adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, dasar hukum 

penyusunan, maksud dan tujuan,dan sistematika penulisan. 

BABIIGAMBARANPELAYANANPERANGKATDAERAH 

Pada bab ini menjelaskan mengenai Togas, Fungsi, dan Struktur 

Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan 

Perangkat Daerah dan Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perpustakaan dan 

Arsip Daerah. 

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

Pada bab ini menjelaskan mengenai Permasalahan Pelayanan 

berdasarkan Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dan 

Penentuan Isu Strategis. 



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas 

Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2024-2026 dan Cascading Kinerja 

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah mulai dari tujuan, sasaran, outcome, 

dan output serta indikatornya masing-masing. 

BAB V STRATEGI DAN ARAB KEBIJAKAN 
Pada bab ini paling sedikit memuat Strategi dan Arah Kebijakan Dinas 

Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam 

mencapai tujuan dan sasaran renstra Tahun 2024- 2026. 

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 
SERTAPENDANAAN 

Pada bab ini paling sedikit menguraikan tentang program, kegiatan, 

subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya. 

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Pada bagian ini paling sedikit memuat tentang Penentuan target 

keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah 

tahun 2024-2026 melalui indikator kinerja utama (IKU) danpenentuan target 

kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2024-2026 

melalui indikator kinerja kunci (IKK). 

BAB VIII PENUTUP 

Bab ini menjelaskan dengan singkat defenisi, fungsi dan peran dari 
dokumen RENSTRA. 



BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN 
DINAS KOPERASI UKM DAN KETENAGAKERJAAN 

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi UKM dan 
Ketenagakerjaan 

2.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan 

Dalam melaksanakan tugas terse but, Dinas Koperasi U saha Kecil dan 

Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Merumuskan kebijakan teknis inovasi bidang koperasi,Usaha Kecil dan 

,Menengah dan Ketenagakerjaan brrdasarkan kewenangan yang ada dan 

kondisi yang objektif dilapangan sebagai Pedoman dalam melaksanakan 

tugas; 

b. Menetapkan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk koperasi 

dengan Wilayah Keanggotaaanya dalam 1 ( Satu) Kabupaten; 

c. Menetapkan penerbitan izin pembukaan kantor cabang,cabang 

Pembantu,cabang Pembantu dan kantor koperasi simpan pinjam untuk 

koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam 1 ( satu) Kabupaten; 

d. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh Bupati Sesuai dengan 

tugas dan Fungsinya. 

Susunan Organisasi Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan 

Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagai berikut 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretariat, membawahi 

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
c. Bidang Pelatih Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja 

d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

e. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan 

f. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro 

g. Kelompok Jabatan Fungsional; 



h. Kelompok Jabatan Pekaksana 

i. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja 

(1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Ketenagakerjaan 

dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi: 

a. Merumuskan kebijakan teknis inovasi bidang koperasi, 

usaha kecil dan menengah dan ketenagakerjaan 

berdasarkan kewenangan yang ada dan kondisi yang 

objektif di lapangan sebagai pedoman dalam 

melaksanakan tugas; 

b. menetapkan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk 

koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 ( satu) 

kabupaten; 

c. menetapkan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, 

cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam 

untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) 

kabupaten; 

d. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi 

yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten; 

e. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi 

simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah 

keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten; 

f. menetapkan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan 

pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah 

keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten; 

g. mengoordinasikan pendidikan dan latihan perkoperasian 

bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 ( satu) 

kabupaten; 

h. mengoordinasikan pem berdayaan dan perlindungan 
koperasi yang keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten; 

i. mengoordinasikan pemberdayaan usaha mikro yang 

dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan 

perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan 

para pemangku kepentingan; 



j. mengoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan 

orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha 

kecil; 

k. mengoordinasikan 
fungsional; 

pelaksanaan kegiatan jabatan 

1. menetapkan pelaksanaan administrasi umum, 

perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan; 

dan 

m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh bupati 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

SEKRETARIS DINAS 

Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan 

Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf b 

mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi kesekretariatan, 

mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum, 

perencanaan program dan anggaran serta ketatalaksanaan. 

a. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian,perencanaa 

dan pelaporan serta keuangan ; 

b. melaksanakan urusan umum, kepegawaian, surat-menyurat, 

inventarisasi dan perlengkapan, perencanaan dan pelaporan 

serta rumah tangga dinas; 

c. melaksanakan urusan keuangan; 

d. menyelenggarakan urusan perawatan dan perlengkapan 
peralatan dinas; 

e. merencanakan, melayani dan memeliharkebutuhan 

peralatan/perlengkapan dinas; 

f. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 

dan Rencana Kerja (RENJA) sebagai bahan perencanaan 

program kerj a dinas; 

g. melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dinas; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 



Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

a. menyusun rencana kegiatan dan mem berikan pelayanan 
ketatausahaan; 

b. membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian 
Umum; 

c. mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, 

administrasi barang dan perlengkapan dinas, pelaksanaan 

administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan dinas; 

d. melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga dan 

keamanan lingkungan dinas; 

e. mengumpulkan, mengelola dan menyimpan data kepegawaian 
dinas. 

f. mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas dan bahan 

usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, penyiapan 

bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan 

pelatihan pegawai; 

g. menyelenggarakan administrasi kepegawaian 

penempatan, kenaikan pangkat dan gaji berkala; 

h. membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urutan 

Kepangkatan (DUK) dan mengumpulkan dokumen Sasaran 

Kinerja Pegawai (SKP); 

i. mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran 

disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai; 

j. melaksanakan 

k. kepengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, 

inventarisasi peralatan dan perlengkapan dinas; dan 

1. melaksanakan pemantauan pemeliharaan dan perawatan 

gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan dinas. 

Bidang Pelatih Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja 

a. koordinasi penyelenggaraan Pelatihan berbasis kompetensi 
(PBK); 

b. verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang 

akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta; 

c. koordinasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia 

meliputi 



lembaga pelatihan kerja swasta; 

d. pelaksanaan pemberian izin kepada Lembaga pelatih kerja 
swasta; 

e. penyebarluasan informasi produktifitas kepada perusahaan 
kecil; 

f. koordinasi pemberian konsultasi produktifitas kepada 
perusahaan kecil; 

g. koordinasi pengukuran produktivitas tingkat kabupaten; 

h. koordinasi pemantauan tingkat produktifitas; 

i. koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi pasar 

kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja 

dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada 
masyarakat; 

j. koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam 

pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja 

kepada masyarakat; 

k. koordinasi perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja 

serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat; 

I. verifikasi penerbitan izin kepada lembaga penempatan tenaga 
kerj a swasta; 

m. promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan 

mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat; 

n. koordinasi pendaftaran, perekrutan dan seleksi calan TKI; 

o. koordinasi pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen 

ketenagakerjaan Calon TKI ke luar negeri; 

p. koordinasi pelayanan penandatanganan perjanjian kerja; 

q. koordinasi penyelesaian permsalahan TKI pra dan purna 
penempatan; 

r. koordinasi pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI; 

s. pelaksanaan perberdayaan TKI purna; dan 

t. pelaksanaan penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan 

Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) 

daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah kab/kota; 

u. Verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian 

kerja bersama dengan ruang lingkup operasi daerah 



Kabupaten/Kota; 

v. Pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama 

daerah Kabu paten/ Kota; 

w. Koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan 

perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah Kabupaten/ 

Kota; 

x. Koordinasi pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan 

di perusahaan; 

y. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan 

Lembaga Kerja Sama Biparti di perusahaan; 

z. Koordinasi pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi 

perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan 

perusahaan; 

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

a. Melakukan verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan 

perjanjian kerja sama dengan ruang lingkup operasi 

kabupaten; 

b. pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerjasama 
kabupaten; 

c. koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan 

perusahaan dengan ruang lingkup operasi kabupaten; 

d. pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di 
perusahaan; 

e. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan 

lembaga kerjasama biparti di perusahaan; dan 

f. koordinasi pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi 

perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutpan 

perusahaan. 

Bidang Kelembagaan dan Pengawasaan 

a. memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat; 

b. memverifikasi data dan jumlah koperasi simpan 

pinjam/unit simpan pinjam yang akurat; 

c. mengoordinasikan dan memverifikasikan dokumen izin 



usaha simpan pinjam untuk koperasi; 

d. mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin 

pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan 

kantor kas; 

e. mengoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran 

dasar koperasi dan pembubaran koperasi; 

f. mengoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam 

pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit 

s1mpan p1jam; 

g. mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaaan korasi 

yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten; 

h. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi 

simpan pinjam/unit simpan pinjam; 

i. mengoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha simpan 

pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi; 

j. mengoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi 

simpan pinjam/unit simpan pinjam; 

k. mengoordinasikan penerapan Peraturan 

Undangan dan sanksi bagi koperasi; dan 

1. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi. 

Perun dang- 



Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha 

Mikro 

a. mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi; 

b. mengoordinir perluasan akses pembiayaan/pemodalan bagi 
koperasi; 

c. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan 
teknis anggota koperasi; 

d. mengoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha 
lainnya; 

e. mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi; 
f. mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro; 

g. mempromosikan akses pasar bagi produk usaha mikro di 

tingkat lokal dan nasional; 

h. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro; 

i. mengoordinasikan pendataan Izin U saha Mikro Kecil (IUMK); 

j. mengordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi 

peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil; dan 

k. mengoordinasikan pengembangan kewirausahaan. 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 16 terdiri atas sejumlah jab a tan fungsional yang terbagi 

dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 

(2) Jumlah Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) di tentukan berdasarkan kompetensi, keahlian atau 

keterampilan yang sesuai. 

(3) J enis dan j enj ang j abatan fungsional se bagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) diatur berdasarkan peraturan perundang­ 
undangan. 

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara 

langsung kepada Pejabat Administrator. 



KELOMPOK JABATAN PELAKSANA 

(1) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

34 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta 

administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

(2) Jumlah Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) di tentukan berdasarkan kompetensi, keahlian atau 

keterampilan yang sesuai. 

(3) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara 

langsung kepada Pejabat Administrator. 

Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (UPTD-BLK) pada Dinas 

Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara telah 

dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 22 

Tahun 2019 ten tang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (UPTD-BLK) pada Dinas 

Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara, 

dengan Susunan Organisasi sebagai berikut : 

1. Kepala UPTD 

2. Sub Bagian Tata Usaha 

3. Kelompok Jabatan Fungsional 

Catatan: 

Sampai dengan akhir tahun 2023, gedung dan personil UPTD-BLK yang defenitif 
belum ada. Menurut informasi yang kami peroleh dari BAPELITBANG Kab. Padang 

Lawas Utara, Study Kelayakan untuk pembangunan UPTD-BLK tersebut sudah 

ada (tahun 2023) 



1.2.2 STRUKTUR ORGANISASI 

Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan 

Kabupaten Padang Lawas Utara, dan UPTD-BLK adalah sebagai berikut : 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI 
PADANG LAWAS UTARA 

NOMOR: 

TANGGAL: 

39 TAHUN 2023 

26 Juni 2023 

STRUKTUR ORGANISASI 

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN 
PADANG LAWAS UTARA 

DINAS 

I I I I 
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG 
PELATIHAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN PEMBERDAY AAN 
KERJA DAN INDUSTRIAL DAN DAN 
PENENPATAN DAN PENGAWASAN PENGEMBANGA SEKRETARIAT 
TENAGA JAMINAN N KOPERASI DAN 
KERJA SOSIAL USAHA MIKRO 

TENAGA 
KERJA 

KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK SUB BAGIAN 
JABATAN JABATAN KELOMPOK JABATAN UMUM DAN 
FUNGSIONAL FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIA 
DAN JABATAN DAN FUNGSIONAL DAN JABATAN N 
PELAKSANA JABATAN DAN JABATAN PELAKSANA 

PELAKSANA PELAKSANA 

KELOMPOK 
JABATAN 
FUNGSIONAL 
DAN JABATAN 
PELAKSANA 



Surnber Data : Kasubbag Umum dan Kepegawaian 

Sruktur organisasi Balai Latihan Kerja 

Kepala UPTD 

Kelompok Jabatan 
Fungsional 

lnstruktur 

lnstruktur 

7 lnstruktur 

7 lnstruktur 

Sub Bagian Tata 
Usaha 

Staf Administrasi 

Operator 

Staf Pengurus Barang 



2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah 
2.2.1 Sumberdaya Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM 

Sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas 

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten 

Padang La was Utara mencakup sumber daya manusia, asset/ modal. 

a. Sumberdaya manusia 

Sumberdaya manusia yang tersedia di Dinas Ketenagakerjaan dan 

Koperasi UKM Kabupaten Padang Lawas Utara sejumlah 36 orang terdiri 

dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Tidak Tetap dengan Perjanjian 

Kontrak. 

Tabel 2.1. Klasifikasi ASN Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten 
Padang Padang Lawas Utara berdasarkan status Kepegawaian Tahun 
2024 

NO STATUS KEPEGAWAIAN JUMLAH 

1 Aparatur Sipil Negara 17 

2 Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kontrak 18 

Jumlah 35 

Tabel 2.2. Klasifikasi ASN Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan 
Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan pangkat/ golongan 
ruang Tahun 2024 

No. Pangkat/ Gol. Ruang Jumlah 

1 Pembina Utama Muda (IV/c) 1 Orang 
2 Pembina TK. I (IV /b) Orang 
3 Pembina (IV/ a) 5 Orang 
4 Penata TK.I (III/ d) 6 Orang 
5 Penata (II/c) 2 Orang 
6 Penata Muda TK. I (III/b) 2 Orang 
7 Penata Muda (III/ a) 1 Orang 
8 Non PNS 18 Orang 

Total 35 Orang 



Tabel 2.3 Klasifikasi Aparatur Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan 

Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan Formal 

No. Pendidikan ASN Non ASN 

1 S2 5 Orang - 

2 S1 10 Orang 7 

3 SLTA 1 Orang 11 

4 D III 1 Orang 

Jumlah 18 Orang 18 Orang 

Tabel 2.4 Klasifikasi Aparatur Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM 

Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 Berdasarkan Jenis 

Kelamin (Kesetaraan Gender) 

No. Jenis Kelamin ASN Non ASN Jumlah 

1 Laki laki 9 Orang 6 Orang 15 Orang 

2 Perempuan 8 Orang 12 Orang 20 Orang 

Jumlah 17 Orang 18 Orang 35 Orang 

2.2.2. Sarana dan Prasarana 
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Ketenagakerjaan 

dan Koperasi UKM Kabupaten Padang Lawas Utara didukung oleh sarana dan 

prasarana, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, sebagai berikut : 

1. Tanah dan Bangunan Kantor dengan instalasi listrik dan jaringan internet 
terpasang 

2. Kenderaan Dinas/Operasional Roda 4 (empat) 

3. Kenderaan Dinas/Operasional Roda 2 (dua) 

4. Perlengkapan dan Peralatan Kantor 



5. Peralatan Rumah Tangga 

6. Bahan Bacaan 

Untuk lebih jelasnya mengenai sarana dan prasarana yang ada berikut 

disajikan daftar inventaris. 
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2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagkaerjaan 

Capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan 

Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan Renstra Periode 2024-2026, baik 

pencapaian kinerja serta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah adalah 

sebagaimana tabel berikut: 

2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan 
Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara 

Target 

lndikator T Renstra Realisasi Rasio i Capaian Perangkat Kinerja Tar ar Daerah Capaian Tahun Tahun Ke 2018­ 

N sesuai get ge Tahun Ke Ke 2018- 2022 2022 
Tugas dan t 

0 NS 2018-2022 Fungsi PK I 2 2 Perangkat K 20 20 20 0 20 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Daerah K 18 9 20 2 22 1 19 20 21 22 18 19 20 21 22 
1 8 

1 13 14 17 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12 15 16 

Tingkat 8 7 - 78, 10 10 
Partisipasi -7 7, 66 8, 7 87,0 66, 92 10 10 0 0 

1 Angkatan 8.9 0 ,0 9 8. l 04 0 0 Kerja l 1 4 2 9 
(TPAK) 1 
Angka 0 2 0 0 0 
Sengketa 2 2 Pengusaha 2 2 0 4 4 1 50 50 50 
Pekerja per 
Tahun 
Tingkat 3,1 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,1 3,1 10 10 3 Penganggur 1 2 1 9 0, 
an Terbuka 0 5 20 5 30 5 21 1 6 0 

2. 2. 2.7 2.7 

2,4 2.5 2. 5 2. 5 2. 2.7 67. 68. 0 

Tingkat 00. 00 50 5 60 5 55 67. 78 09 
4 0. 0. 0. 0. 0. 4 4.8 0 0 UMK 00 0.0 00 0 00 7 07 78 4 0 00 0 0 0 1 1 4 

0 8 
Pencari 5 93 67 3, 

5 Kerja yang 20 4 40 0 60 7 12 70 33 0,5 
ditempatkan 0 % 7% 



Target 

lndikator T Renstra Realisasi Rasio i Capaian Perangkat Kinerja Tar ar Daerah Capaian Tahun Tahun Ke 2018­ 

N sesuai get ge Tahun Ke Ke 2018- 2022 2022 
Togas dan NS t 2018-2022 0 Fungsi I PK 2 2 Perangkat K 20 20 20 0 20 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Daerah K 18 9 20 2 22 1 19 20 21 22 18 19 20 21 22 

1 8 
Persentase 4 5 4 10 10 34, 73, 10 10 6 Koperasi 40 5 55 5 55 0 0 0 52 91 0 45 0 Aktif 

1 1 19 18 0,3 
7 Jumlah 70 8 10 2 15 6 16 17 6 6 0, 1 

Koperasi 0 0 0 0 2 2 3 Un 33 
it 

Usaha 4 10 2 17 17 17 0, 0,0 
24 22 24 0 4 69 94 96 8 Mikro dan 0 3 0 0 .0 9 30 61 4 4 09 

Kecil 0 00 7 40 9 1 

Tabel TC. 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan 
Menengah dan Ketenagakerjaan 

Anggaran pada Tahun 2018- Realisasi Anggaran pada Rasio antara 
2022 Tahun 2018-2022 Realisasi dan 

Anggaran Tahon 

Program 
2016-2018 

2 
20 2019 2020 2021 202 2018 201 202 2021 202 20 20 20 20 0 
18 2 9 0 2 18 19 20 21 2 

2 
Pelatihan 
Kerja dan 99. 204. 91.2 204. 210 91.387. 43.06 86.77 98.73 67.87 Produktivi .00 000 5.850 6.600 999. 4.000 87.0 - 6.600 999. 
tas Tenaga 0 200 00 200 

Keria 
Penempata 

548 n dan 84.5 542.8 84.5 
Perluasan .15 23.0 82.66 23.0 0.0 
Kesempat 00 00 8 00 

an Keria 
Peningkta 67. 
n 828 67.73 
Kesempat .00 4.000 
an Kerja 0 



-- 
Hubugan 
Industrial 153 101.3 100.8 153.4 182. 28.5 .47 183.31 64.60 22.20 13.30 906. 70.l 99.12 

9.0 1.000 0 0 0 800 00 9.800 
00 

Pengemba 54. 104.4 197. 66.5 197. ngan 700 68.158. 63.20 34.80 916. 54.41 38.4 97.82 916. UMKM .00 000 2.250 0.000 - 5.500 
0 0 000 00 000 

Pemberda 89. 196.7 28.9 77.9 49.6 28.9 496 75.000. 62.86 87.0 89.49 97.3 87.0 87.0 yaan .10 000 6.100 
UMKM 0 1 00 00 00 00 

Pendidika 
n dan 148 147.5 162. 

Latuhan .89 162.10 38 .. 36 93.70 035. 36.86 
1.4 2.500 1.500 1.500 

Perkopera 00 0 240 
s1an 

Pemberda 
yaan dan 29. 183.3 67.9 25.7 156. 67.9 

Perlindung 080 25.775. 77.55 24.08 27.0 27.07 75.0 000. 24.08 03.0 .00 000 6.000 5.000 6.000 an 0 8 00 00 000 00 
Koperasi 

Pengawas 
an dan 84.5 84.5 
Pemeriksa 38.66 23.0 33.95 23.0 4.500 7.300 an 00 00 
Koperasi 



Sebagaimana yang dapat dilihat dalam tabel tersebut, pada awal periode Tahun 2024­ 

2026 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menegah dan Ketenagakerjaan memiliki 6 Indikator 

yang digunakan dalam pengukuran kinerja pelayanan, antar lain: 

a. Pelayanan Klaim BPJS Ketenagakerjaan 

b. Pelayanan Perselisihan Hubungan Industrial 

c. Pelayanan Kartu Kuning 

d. Pelayanan Pembuatan Rekomendasi Pasport 

e. Pelayanan Rekomendasi Akta Pendirian Koperasi 

2.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan 

Perkembaangan Layanan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ke depannya akan di 

hadapkan pada tantangan perubahan Lingkungan Srategis baik domestik maupun 

Internasional yang dinamis. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah Pada IKU 

Kabupaten Pdang lawas Utara berada Pada IKU No.8 yaitu Tingkat Paetisipasi Angkatan 

Kerja yang mana ini mencakup pada Umkm yang di harapkan mampu menumbuhkan 

Koperasi yang mana di harapkan mampu mengurangi pengangguran yang menciptakan 

lapangan pekerjaan.Pertumbuhan UMKM dari tahun ktahun begitu pesat,Umkm yang 

tumbuh tersebut diharapkan mampu mengobrak perekonomian kita. 
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DATA KETENAGAKERJAAN BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL 

DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA 

NO. URAIAN TAHUN 2024 

1. JUMLAH PERUSAHAAN KABUP ATEN PAD ANG LAW AS UTARA 58 

- KECAMATANPADANGBOLAK 28 

- KECAMATAN HALONGONAN 5 

. KECAMAT AN HALONGONAN TIMUR 5 

- KECAMATAN SIMANGAMBAT 11 

- KECAMATAN UJUNG BATU 2 

- KECAMATAN DOLOK SIGOMPULON 1 

- KECAMA TAN PORTIBI 4 

- KECAMA TAN BAT ANG ONANG 2 

2. UPAH MINIMUM KABUPATEN PADANG LA WAS UTARA Rp. 2.768.094, 85 

3. JUMLAH PEKERJA/BURUH 10.283 Orang 

4. KASUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 3 

5. JUMLAH PERJANJIAN KERJA BERSAMA 5 

6. JUMLAH SERIKA T PEKERJA/SERIKA T BURUH 13 

7. JUMLAH LEMBAGA KERJA SAMA BIPARTIT 14 

8. JUMLAH PESERTA JAMSOSTEK AKTIF 17.913 

9. JUMLAH PERATURAN PERUSAHAAN 5 



DATA UMKMTAHUN 2023 

No. Kecamatan 
Jenis Usaha 

Jumlah 
Mikro Kecil Menengah 

1 Padang Bolak 7200 233 27 7460 
2 Halangonan Timur 1491 38 - 1529 
3 Halongonan 1147 73 - 1220 
4 Hulu Sihapas 510 6 - 516 
5 Portibi 2327 75 4 2406 
6 UjungBatu 419 58 - 477 
7 Padang Bolak 984 25 - 1009 

Tenggara 
8 Padang Bolak Julu 983 32 - 1015 
9 Batang Onang 614 32 - 646 
10 Simangambat 570 32 1 603 
11 Dolok 532 71 - 603 
12 Dolok Sigompulon 358 152 - 510 

JUMLAH 17135 827 32 17994 
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Sebagaimana yang dapat dilihat dalam tabel tersebut, pada awal 

periode Tahun 2019-2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menegah dan 

Ketenagakerjaan memiliki 6 Indikator yang digunakan dalam pengukuran 
kinerja pelayanan, antar lain: 

a. Pelayanan Klaim BPJS Ketenagakerjaan 

b. Pelayanan Perselisihan Hubungan Industrial 

c. Pelayanan Kartu Kuning 

d. Pelayanan Pembuatan Rekomendasi Pasport 

e. Pelayanan Rekomendas Akta Pendirian Koperasi 

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan 
dan Koperasi UKM Kabupaten Padang Lawas Utara 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi UKM 

dan KetenagakerjaanKabupaten Padang Lawas Utara tidak terlepas dari 

tantangan maupun peluang. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

2.4.1. Peluang (Opportunities) 
a. Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja 

b. Berkurangnya angka pengangguran 

c. Berkurangnya angka perselisihan hubungan industrial serta 

menurunnya angka kecelakaan kerja 

d. Koperasi dan UKM umumnya memerlukan investasi relative rendah 

sehingga upaya mendorong pertumbuhannya relative lebih mudah dan 

cepat 

e. Besarnya jumlah penduduk sebagai tenaga kerja yang potensial 

f. Sumber daya alam yang cukup besar dan potensial 

g. Tersedianya plafon kredit yang besar di lembaga keuangan bank dan non 

bank 
h. Berlakunya globalisasi ekonomi serta makin pesatnya kerjasama 

ekonomi antar Negara terutama dalam konteks forum kerjasama 

regional dalam bidang ekonomi akan menciptakan peluang baru bagi 

Koperasi dan UKM sehingga dapat meningkatkan peranannya sebagai 

penggerak utama pertumbuhan ekonomi kreatif dan kerajinan, 

agroindustri, ekspor non migas, dan penciptaan lapangan kerja baru. 



2.4.2. Tantangan (Threats) 
a. Tingginya angkatan kerja 

b. Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang 

tidak berwawasan lingkungan 

c. Tingkat keterampilan pencari kerja dan atau tenaga kerja yang rendah 

d. Tuntutan Upah Minimum Kabupaten (UMKab) di luar kemampuan 

perusahaan 

e. Wirausaha baru kurang berkembang 

f. Rendahnya daya saing produk Koperasi dan UKM sementara produk dari 

luar negeri bisa masuk ke pasar dalam negeri seiring dengan banyaknya 

kerjasama ekonomi antar Negara, dan diberlakukannya MEA. 

g. Penegakan hukum yang belum berjalan dengan baik terutama bila 

dikaitkan dengan peredaran barang/ produk illegal dari luar negeri 

h. Pengembangan usaha terbentur pada produk lembaga keuangan yang 

sebagian besar berupa kredit modal kerja, bukan kredit investasi 

1. Persyaratan pinjaman juga tidak mudah dipenuhi 

j. Kurangnya koordinasi lintas sektor 

k. Ego sentoral yang belum bisa dihilangkan 



BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 
Dinas Koperasi UKM dan Ketenagkerjaan 

Dinas Koperasi UKM dan Ketenagkaerjaam merupakan unsur 

penunjang urusan pemerintahan di bidang Koperasi, dan UKM dan 

Ketenagakerjaan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. 

Togas dan Fungsi Dinas Koperasi UKM dan Ketenagkaerjaa Kabupaten 

Padang Lawas Utara adalah melaksanakan fungsi perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang dalam pelaksananya 

masih terdapat permasalahan-permasalahan pelayanan sebagaiman tabel 

berikut: 

Tabel 3.1. Keterkaitan Permasalahan Dan Perumusan Tujuan, Sasaran, Strategi 
Dan Kebijakan 

Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

a. Masih 
Kualitas 

Rendahnya 
Tenaga 

a. Masih Rendahnya 
Kualitas daya Saing 
Tenaga Kerja 

l .Masih Terbatasnya 
Peluang dan 
Kesempatan Kerja 
bagi Tenaga terdidik 
dan Terampil 
2.Terbatasnya 
Lapangan Pekerjaan 
belum mampu 
manampung Jumlah 
Pencari Kerj a 
3.Masih rendahnya 
Kualitas dan 

Kerja 
b. Masih Rendahnya 

Kualitas Koperasi 
dan UMKM 

Kompetensi 
Kerja 
memenuhi 
Kebutuhan 

Tenaga 
dalam 

Pasar 
Kerja 
4. Masih rendahnya 
kreativitas Angkatan 
Kerja dalam dalam 
Menciptakan 
Lapngan U saha Baru 



b.Masih 
kualitas 
UMKM 

rendahnya 
koperasi dan 

5.Masih rendahnya 
kemampuan pemuda 
dalam memasuki 
dunia usaha 
6. Masih Tingginya 
Ketergantungan Usia 
Produktif 
7 .Belum Optimalnya 
kinerja Lembaga 
Ketenagakerjaan 
dalam Meningkatkan 
Kualitas Hidup 
Tenaga Kerja 

a.Masih Rendahnya 
Koordinasi dalam 
Pemberdayaan 
Koperasi dan UMKM 
b.Masih Rendahnya 
Kemanpuan 
Koperasi dan UMKM 
dalam 
Memanfaatkan 
peluang dan Potensi 
Sumber daya Lokal 
Daerah 
c. Terbatasnya 
Kompetensi 
Koperasi dan UMKM 
dalam 
Memanfaatkan 
Tekhnologi untuk 
Pemasaran Produk 
local Dearah 
d.Kemampuan dan 
Kualitas Manajemen 
Kelembagaan 
Koperasi dan UMKM 
relatuf Rendah 



3.2 Penentuan lsu-isu Strategis 
Berdasarkan kondisi yang digambarkan di atas, dapat dilihat secara 

keseluruhan bahwa begitu kompleksnya permasalahan yang dihadapi dalam 

bidang Ketenagakerjaan, Transmigrasi, Koperasi dan UKM, mulai dari 

jumlah dan kualitas aparatur Pembina, sarana dan prasarana pendukung, 

koordinasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara No.3 Tahun 

2015 tentang RT /RW diterbitkan melalui proses panjang dan telah 

mendapatkan persetujuan Menteri Pekerjaan Umum RI. 

lintas sektoral yang belum terbangun optimal, keterampilan calon tenaga 

kerja yang rendah, kualitas sumberdaya manusia pelaku/pengelola Koperasi 

dan UKM yang masih kurang, pemahaman masyarakat yang relative masih 

sangat kurang tentang koperasi, dan daya saing produk yang rendah. 

Dalam Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2024- 2026 telah 

diuraikan Issu Strategis Daerah, yaitu 

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif,Efisien,Jujur,transparan dan 

bertanggung J awab 

2. Pembangunan Sumber daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya 

samg 

3. Prembangunan Ekonomi yang Maju 

4. Insfrastruktur dan Lingkungan Hidup 
Dari permasalahan-permasalahan dan issu strategis daerah tersebut di 

atas, dapat ditentukan beberapa issu strategis di bidang Ketenagakerjaan, 

Koperasi dan UKM yang perlu diperhatikan, antara lain yaitu : 

1) Meningkatnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

2) Optimalisasi informasi bursa tenaga kerja 

3) Meningkatnya keterampilan pencari kerja 

4) Memperluas kesempatan kerja 
5) Meningkatnya jumlah wira usaha baru 

6) Optimalisasi kerjasama dengan daerah penerima transmigran 

7) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga eks transmigran 

8) Meningkatnya daya saing produk Koperasi dan UKM 

9) Meningkatnya akses permodalan dengan persyaratan yang dapat 

dipenuhi oleh Koperasi dan UKM 



10) Perlunya standarisasi terhadap kualitas manajemen pengelolaan usaha 

Koperasi dan UKM 

11) Sulitnya merubah mindset masyarakat tentang kewirausahaan, 

sehingga pola firir pencari kerja perlahan-lahan berubah menjadi 

pencipta/pembuat lapangan kerja 

12) Kurangnya kompetensi aparatur Pembina disebabkan kurangnya 

pelatihan bagi aparatur. 



BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi UKM dan 
Ketenagakerjaan 

Tujuan jangka menengah Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan 

merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam jangka 

waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan dengan memperhatikan dukungan 

terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta dilengkapi 

dengan alat ukur /indikator. 

Sasaran jangka menengah Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan 

Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan suatu kondisi yang menjelaskan 

pencapaian tujuan jangka menengah, yang dirumuskan dengan 

memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan 

organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. 

Berdasarkan analisa dan pendekatan sebagaimana tersebut diatas, 

maka tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi UKM dan 

Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara, adalah sebagaimana 

berikut: 



Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan 
dan Koperasi UKM Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN 
KETENAGAKERJAAN 

I 

INDIKATOR 
NO TUJUAN SASARAN TUJUAN/SASA TARGET 

RAN 

1 2 3 4 2021 2022 2023 

Mewujudkan Meningkatkan Nilai 
Pemerintahan yang Kualitas Akun tabili tas 
Baik dan Bersih Kinerja dan Kinerja Intansi 
dalam upaya Pelayanan Pemerintah 
Peningkatan Dinas (AKIP) 66,22% 71,22% 76,22% Kualitas Koperasi Koperasi U saha Perangkat 
U saha Kecil dan Kecil Dan Daerah 
Menengah dan Menengah dan 
Ketenagakerj aan ketenagakerj aa 

n 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 88,5% 90,5% 90,5% 
( IKM) 

Persentase 
tenaga kerj a 

0,62 % 1% 51% bersertifikat 
kompetensi 

Persentase 
Koperasi Aktif 

43 % 48% 53 % 



4.2 cascading 

Cascading merupakan proses penjabaran sasaran 

strategis, indikator kinerja utama (IKU) dan target kinerja 

organisasi secara vertikal dan horizontal yang bertujuan untuk 

menciptakan keselarasan dalam organisasi. 

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses 

penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara 

vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level 

unit/pegawai yang lebih rendah. Cascading harus dilakukan 

secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis 

memiliki keterkaitan sebab akibat serta memiliki keterkaitan 

sinergitas 
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BABV 

STRATEGI DAN ARAB KEBIJAKAN 

Perumusan pernyataan strategi Dinas Koperasi UKM dan 

Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam lima tahun 

mendatang dilakukan dengan merumuskan tahapan/langkah-langkah yang 

baik untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

Untuk strategi sebagaimana perumusan arah dan kebijakan, 

dirumuskan dengan menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih 

realistis, memperjelas strategi sehingga lebih fokus (kelompok 

sasaran/lokus), konkrit, dan operasional agar lebih terarah dalam mencapai 

target-target tujuan dan sasaran. 

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan arah Kebijakan 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

3. Mengoptimalkan 
Pelatihan 

pasar 2 .Informasi 
kerja 

Meningkatkan Pembangunan Balai 1. Meningkatkan 
Kualitas Kinerja dan Latihan Kerja (BLK) Koordinasi Lintas 
Pelayanan Din as Sektor 
Koperasi U saha Kecil 
Dan Menengah dan 
ketenagakerj aan 

1. Mewujudkan 
Pemerin tahan yang 
Baik dan Bersih 
dalam upaya 
Peningkatan 
Kualitas Koperasi 
U saha Kecil dan 
Menengah dan 
Ketenagakerj aan 

Melakukan Bimtek 

Melakukan Pelatihan 

Melakukan 
Pengawasan 

1. Perumusan 
Kebijakan 

2.Peningkatan 
Koordinasi Lintas 
Sektor 

Melakukan 
Pemninaan 
Pendampingan 

3. Mengingkatkan 
dan Kerjasama Jejaring 

Kemitraan 

Peninkatan 
Bantuan Srana 
dan Prasarana 
Pendukung UMKM 



BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi 

UKM dan Ketenagkaerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara diperlukan suatu 

instrumen berupa rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, 

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan 

strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi. 

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan Dinas Koperasi UKM dan 

Ketenagkerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024- 2026 , adalah 

sebagaimana tabel berikut: 
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Penetapan indikator kinerja Dinas Koperasi UKM dan Ketenagkerjaan 

Kabupaten Padang Lawas Utara bertujuan untuk rnernberi garnbaran tentang 

ukuran keberhasilan yang secara langsung rnenujukkan kinerja yang akan 

dicapai dalarn lirna tahun rnendatang sebagai kornitrnen untuk rnendukung 

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Koperasi 

UKM dan Ketenagkerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara yang rnengacu 

pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024­ 

2026 adalah sebagairnana tabel berikut: 

Tabel 7 .1. Indikator kinerja yang rnengacu pada tujuan dan sasaran RPD 
Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 



Tabel 7.1 

lndikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 

Kondisi Target Capaian Setiap Tahun Kondisi 

No. Indikator 
KinerjaAwal KinerjaPada 
Periode RPD Akhir 
Tahun2022 Periode RPD 2024 2025 2026 

1. Nilai Akip Dinas 61 66,22% 71,22% 76,22% 76,2 
Koperasi U saha 2% 
Kecil dan 
Menengah dan 
Ketenagakerjaan 

2. Indekls Kepuasan 88,5% 88,5% 90,5% 90,5% 90,5 
Masyrakat (IKM) % 

3 Persentase Tenaga 0,467% 0,62,% 1% 1% 1% 
Kerja Bersertifikat 
Kompetensi 



4 Persentase 43% 48% 53% 53% 
Koperasi Aktif 
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BAB VIII 

PENUTUP 

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten 

Padang Lawas Utara ini merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2024- 2026 

sebagai dokumen perencanaan jangka menengah juga sebagai arah, pedoman, 

acuan OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi guna mencapai target 

dan sasaran yang telah ditetapkan selama masa tahun 2019-2023. 

Dalam menjalankan tugas yang diembannya, Dinas Koperasi UKM dan 

Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai arah dan tujuan 

yang jelas sesuai dengan Visi dan Misi Pembangunan Daerah, melalui strategi 

serta program yang dijabarkan menjadi kegiatan yang diharapkan mampu 

memenuhi harapan masyarakat luas untuk mendorong terwujudnya 

pembangunan di bidang ketenagakerjaan, koperasi dan UKM yang pada 

akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatp. 

Perlu disampaikan bahwa Rencana Strategis (Renstra) ini telah 

diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan 

jawaban sekaligus solusi bagi ketenagakerjaan dalam arti luas serta 

pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan UKM. Namun dalam 

pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang 

terjadi. Oleh sebab itu pelaksanaan Renstra ini membutuhkan kecermatan, 

kreativitas, dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan 

demikian dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan (fleksibilitas) dalam 

pelaksanaannya dan bersifat dinamis, tepat sasaran, berdayaguna, dan sesuai 

dengan misi yang telah ditetapkan. 

Selanjutnya Renstra ini menjadi acuan kerja bagi Dinas Koperasi UKM 

dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya. Untuk itu diharapkan semuanya harus melaksanakan 

dengan sebaik-baiknya dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja. 

Dengan demikian pelaksanaan program dan kegiatan akan membawa 

kemajuan bagi sector ketenagakerjaan, koperasi dan UKM di Kabupaten 

Padang Lawas Utara serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

secara luas. 



Akhirnya, berhasil tidaknya pembangunan itu terletak pada tekad dan 

semangat para penyelenggaranya serta dukungan dari masyarakat dan 

pemangku kepentingan. 

Gunung Tua, (l APRIL 2023 
KEPAL NAS KETENAGAKERJAAN 
8I A KECIL DAN MENENGAH 

DANG LAWAS UTARA, 

aMuda 
NIP. 19660222 198611 1 001 
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